BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   24 TAHUN 2005
T E N T A N G

PELAKSANAAN REFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa sesuai dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam untuk ikut serta dalam program prakarsa pembaharuan tata pemerintahan daerah (P2TPD), perlu segera melaksanakan reformasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pelaksanaan Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;



	Memperhatikan :
	Surat Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional selaku Ketua Tim Pengarah P2TPD, tanggal 26 Maret 2004.



	

	
	M E M U T U S K A N  :



	Menetapkan      :
	PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL




Pasal 1

Dalam rangka melaksanakan reformasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul  menunjuk Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Unit Penggerak (Focal Point) Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 2

Instansi yang bertanggung jawab sebagai unit penggerak (focal point) reformasi pengadaan barang dan jasa adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Sebagai unit penggerak (focal point) reformasi pengadaan barang dan jasa adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas :

a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan perumusan dan penerapan reformasi kebijakan, sistem dan prosedur pengadaan, standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak yang wajib diterapkan oleh semua satuan kerja perangkat daerah, dan memeliharanya sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan yang mengatur pengadaan yang berlaku di tingkat nasional, dan/atau yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) di tingkat pusat (jika telah terbentuk);

b. Menyusun dan memelihara data base pengaduan/sanggahan pengadaan dan pengaduan masyarakat, termasuk tindak lanjut penanganan penyelesaian keluhan/sanggahan beserta penerapan sanksinya, dan mendiseminasikannya melalui buletin pengadaan triwulanan dan media lainnya yang sesuai;

c. Menyebarluaskan kepada masyarakat informasi kunci tentang kesempatan dan hasil-hasil pengadaan melalui penerbitan buletin pengadaan triwulanan;

d. Mengamati, memantau dan melaporkan kesesuaian penerapan peraturan dan prosedur pengadaan untuk memastikan bahwa semua instansi publik dan para penawar mematuhi peraturan yang ada selama proses pengadaan dan selama pelaksanaan kontrak, dan dijaga agar selalu akuntabel;

e. Sebagai bagian perannya dalam memantau kesesuaian penerapan peraturan dan prosedur pengadaan, memastikan bahwa pemeriksaan proses pengadaan tingkat kabupaten telah dijadualkan dalam program pemeriksaan reguler Badan Pengawasan Daerah, dan hasilnya dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Badan Pengawasan Daerah;

f. Mengkoordinasikan dan/atau menyediakan pelatihan proses pengadaan yang diperlukan oleh satuan kerja lain di Kabupaten Bantul;

g. Menyelenggarakan survei tahunan pengalaman penawar dalam mengikuti pengadaan dan pandangan masyarakat tentang praktik pengadaan dan mempublikasikan hasilnya dalam buletin daerah. Sebagai penghubung dengan pihak LPKPP berkaitan dengan pengembangan kebijakan pengadaan.

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini menugaskan kepada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan verifikasi atas pelaksanaan reformasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Bantul.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 26 Okt 2005

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor              Tahun 2005

Tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI B NOMOR 17 TAHUN 2005



